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 Dalam bagian ini, riset akan menguraikan beberapa studi sebelumnya atau riset terdahulu yang terkait dengan riset ini. Tujuan dan pengungkapan studi sebelumnya ini adalah untuk menetapkan posisi riset dan menjelaskan perbedaannya. Selain itu, riset terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Oleh karena itu, riset yang dilakukan oleh peneliti ini benar-benar orisinil. Studi terdahulu yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Adinda Dwi Kemalasari, Heryani Agustina, Iskandar Zulkarnaen (2019)
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adinda Dwi Kemalasari, Heryani Agustina, Iskandar Zulkarnaen (2019) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, hal ini dapat dilihat dari indikasi yaitu: Pencatatan administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan (Akta Kelahiran) banyak yang belum terselesaikan, berkas dokumen kependudukan yang masih banyak menumpuk dimeja kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survey tipe karakteristik kompetensi dari Spencer yaitu: Motif, Sifat, Konsep diri, Pengetahuan dan Keterampilan.

2. Anong Nani, Andy Arya Maulana Wijaya (2020)
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anong Nani, Andy Arya Maulana Wijaya (2020) dengan judul “Efektifitas Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum efektif dan efesien dalam penerapan fingerprint di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan model absensi finger print dan sejumlah faktor yang memengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan absensi fingerprint terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui sejumlah Informan pegawai di Kantor Kecamatan Sorawolio. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi langsung oleh peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan absensi finger print pada pegawai Kantor Kecamatan Sorawolio cenderung meningkatkan disiplin terhadap kehadiran pegawai, dengan dukungan adanya data yang tercatat secara detail tentang ketepatan pegawai masuk maupun pulang kantor.
3. Desmarini dan Kasman Rukun (2020)
Penelitian terdahulu yang ditulis Desmarini dan Kasman Rukun oleh (2020) dengan judul ”Penerapan Absensi Finger Print Untuk Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan absensi sidik jari untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan di SMA 2 Batang Kapas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini menggambarkan fenomena penerapan absensi berbasis sidik jari untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan di SMA 2 Batang Kapas. Penelitian ini menjelaskan; (1) Sistem absensi sidik jari sangat mudah digunakan; (2) Kehadiran sidik jari dapat membuat karyawan menghindari kecurangan; (3) Penerapan absensi sidik jari untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan telah berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan.
4. Alip Prangadie (2020)
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Alip Prangadie (2020), dengan judul “Implementasi Electronic Government (E-Government) Dalam Aplikasi Elektronik SAMSAT (E-SAMSAT) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumber Kabupaten Cirebon”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Government dalam aplikasi E-Samsat  dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di  Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumber Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskrptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek pada penelitian ini berjumlah 3 orang (kepala seksi pendataan dan penetapan kantor SAMSAT Sumber, pegawai pengelolaan data dan informasi perpajakan kantor SAMSAT Sumber, dan juga masyarakat). Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi E-Samsat berupa aplikasi Sambara mampu meningkatkan kualitas pelayanan di  Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumber Kabupaten Cirebon, karena dengan adanya implementasi tersebut pelayanan publik berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan menjadi lebih aktif dan efesien. 
5. Diah Puspaningrum, Setyo Adji, Naning Kristiyan (2019)
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Diah Puspaningrum, Setyo Adji, Naning Kristiyan (2019) dengan judul,  ”Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Fingerprint, Motivasi Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan absensi fingerprint, motivasi kerja, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan PT. Wings Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari hasil penyebaran kuesioner dan data sekunder yang di peroleh dari data PT. Wings Surabaya. Obyek dalam penelitian ini adalah 45 karyawan PT. Wings Surabaya.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Dari hasil penelitian ini, dilihat secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa: 1) absensi fingerprint tidak berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, 2) motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, 3) kepemimpinan berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, 4) Selanjutnya dalam uji pengaruh secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa absensi fingerprint, motivasi kerja dan kepemimpinan berpengaruh singnifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak terutama dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan.
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	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1. 
	”Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon” 
Adinda Dwi Kemalasari, Heryani Agustina, Iskandar Zulkarnaen dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (2019)
	Persamaan pada tema
	Perbadaan tahun penelitian, locus penelitian, dan metode penelitian.

	2. 
	“Efektifitas Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau”
Anong Nani , Andy Arya Maulana Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Buton (2020)
	Sama-sama menggunakan metode kualitatif
	Perbedaan pada locus penelitian, dan tahun penelitian. 

	3. 
	”Penerapan Absensi Finger Print Untuk Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai”
Desmarini dan Kasman Rukun, Universitas Negeri Padang (2020)
	Sama-sama menggunakan metode kualitatif.
	Perbadaan pada locus penelitian dan tahun penelitian.

	4. 
	“Implementasi Electronic Government (E-Government) Dalam Aplikasi Elektronik SAMSAT (E-SAMSAT) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sumber Kabupaten Cirebon”
Alip Prangadie dari Universitas Swadaya Gunung Jati (2020)
	Sama-sama menggunakan metode kualitatif.
	Perbedaan pada locus penelitian, dan tahun penelitian yang berbeda.

	5. 
	”Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Fingerprint, Motivasi Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan”
Diah Puspaningrum, Setyo Adji, Naning Kristiyan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2019)
	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya melalui
	Perbedaan pada locus penelitian, dan tahun penelitian yang berbeda.


	
Adapun dalam penelitian ini terdapat persamaan dan pebedaan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, dan lembaga penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada sistem absensi berbasis fingerprint dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan persamaan pada tema.
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 Dalam tinjauan pustaka penelitian ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pendekatan masalah penelitian. Melalui paparan teori-teori dalam tinjauan pustaka, peneliti dapat mengungkapkan pendekatan masalah penelitian secara teoritis agar memiliki dasar dalam menyusun kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka penelitian ini adalah teori-teori tentang e-government dan displin kerja. Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
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 Menurut Mustopadidjaja dan Habibullah, e-gov dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi jaringan, komunikasi internet, dan aplikasi interkoneksi untuk mempermudah komunikasi dan memberikan layanan serta informasi pemerintah kepada warga negara, bisnis, pencari kerja, dan lembaga pemerintah lainnya. 
Indrajit mengutip definisi e-government dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa:
E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi seperti jaringan area luas, internet, dan komputasi seluler untuk mengubah hubungan antara pemerintah, warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, oleh pemerintah untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya.
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E-Government memiliki keuntungan yang bervariasi. Indrajit dalam bukunya Electronic Government (2016:4) menjelaskan bahwa E-Government adalah mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kelompok lain yang berkepentingan. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi khususnya internet dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan selama berjalan. Menurut Indrajit, negara yang menerapkan konsep e-government dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha dan industri), terutama dalam hal kinerja dan efisiensi di segala bidang kehidupan bangsa. 
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menerapkan konsep good governance. 
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasional, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingannya untuk kegiatan sehari-hari. 
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan baru melalui pelibatan pemangku kepentingan.
5. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baru yang dapat menjawab dengan tepat berbagai pertanyaan yang dihadapi dalam menghadapi berbagai perubahan global dan kecenderungan yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan lainnya sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan semua kebijakan publik secara adil dan demokratis.
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 Indrajit (2016:20) menjelaskan bahwa secara evolusi terdapat empat tahapan transformasi terkait dengan jenis aplikasi E-Government yang digunakan, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap pertama adalah kehadiran (presence) yang hanya melibatkan komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dan masyarakat serta mereka yang berkepentingan melalui teknologi internet seperti website.
2. Tahap kedua adalah interaksi (interaction) dimana terjadi komunikasi langsung dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan melalui teknologi internet dan fasilitas multimedia seperti email, telekonferensi, chatting, dan lain sebagainya.
3. Tahap ketiga adalah transaksi (transaction) dimana aplikasi teknologi informasi memungkinkan terjadinya pertukaran barang atau jasa melalui dunia maya yang melibatkan sumber daya finansial (uang), manusia, informasi, dan lain-lain.
4. Tahap terakhir adalah integrasi (integration), dimana pemerintah sebagai entitas menyediakan dirinya untuk dihubungkan atau diintegrasikan dengan entitas lain seperti perusahaan (bisnis), perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, organisasi politik, pemerintah negara lain, institusi internasional, dan lain-lain.
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 Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003, penggunaan teknologi informasi harus dinilai dari beberapa aspek, di antaranya adalah:
1. Kepemimpinan elektronik; yang berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur jaringan informasi; yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi dan akses, kualitas, cakupan, dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan informasi; yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengelolaan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan bisnis; yang berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antara badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan sumber daya manusia; yang berkaitan dengan difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan. 
Menurut Indrajit (2005:8), ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kesiapan daerah untuk menerapkan e-government. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
1. Infrastruktur Telekomunikasi, di mana perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi sangat penting dalam penerapan e-government. 
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Pemerintah, di mana pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam menerapkan konsep e-government. 
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, di mana tingkat kompetensi dan keahlian pegawai pemerintah akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. 
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran, karena penerapan e-government membutuhkan sumber daya finansial yang cukup.
5. Perangkat Hukum, karena konsep e-government terkait dengan keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, maka perlindungan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku menjadi sangat penting.
6. Perubahan Paradigma, di mana penerapan e-government membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berfikir melalui proyek change management.
Menurut Indrajit (2005:107), pelaksanaan pemerintahan elektronik tidak akan berhasil tanpa pengelolaan perubahan dalam strategi sumber daya manusia dan aset negara lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan perubahan memerlukan beberapa tindakan strategis yang harus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan elektronik, yaitu: 
1. Rekayasa ulang proses bisnis, yang mengharuskan untuk mereview secara menyeluruh proses kerja yang sedang berlangsung. Perubahan tidak hanya mencakup penampilan sisi akses masyarakat, tetapi juga proses kerja secara keseluruhan yang perlu di-review secara berkala. 
2. Staf dan pegawai memerlukan cara kerja baru yang memungkinkan terbentuknya "kantor virtual" di antara mereka. Kantor virtual adalah kondisi di mana setiap staf dapat bekerja dari mana saja tanpa harus ke kantor setiap hari. Pemimpin harus mengubah pendekatan kepemimpinannya dengan menilai kinerja dan hasil kerja seseorang, bukan hanya kehadiran fisik. 
3. Fasilitas yang memungkinkan staf dan pegawai bekerja dari rumah dan jarak jauh. Dengan menggunakan fasilitas teknologi dan internet, seorang staf dapat melakukan hampir seluruh proses pelayanan masyarakat tanpa harus datang ke kantor. 
4. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang memadai bagi semua pihak. Pendidikan dan pelatihan adalah cara terbaik untuk mempersiapkan pegawai agar siap bekerja ketika pemerintahan elektronik diimplementasikan.
Indrajit (2005:18) mengatakan bahwa ada minimal 6 komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan e-government. Keenam komponen tersebut meliputi: 
1. Pengembangan Isi (Content Development), yang mencakup pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan antarmuka pengguna, dan lain sebagainya. 
2. Peningkatan Kompetensi (Competency Building), yang mencakup pengadaan sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan kompetensi atau keahlian di seluruh lini pemerintahan. 
3. Konektivitas (Connectivity), yang mencakup ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi penerapan e-government. 
4. Hukum Cyber (Cyber Laws), yang mencakup kerangka dan perangkat hukum yang terkait dengan aktivitas e-government. 
5. Antarmuka Warga (Citizen Interface), yang mencakup pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan berbagai saluran akses (multi-access channels) yang dapat digunakan oleh semua masyarakat dan pemangku kepentingan e-government di mana saja mereka inginkan. 
6. Modal (Capital), yang mencakup pola pendanaan proyek e-government terutama terkait dengan biaya pemeliharaan dan pengembangan setelah proyek selesai dilakukan. Tim harus mempertimbangkan berbagai model pendapatan (revenue model) yang mungkin diterapkan di pemerintahan.
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1. Sinambela (2012), memaknai disiplin kerja sebagai kemampuan kerja
2. seseorang untuk secara teratur, tekun terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-
3. aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
4. Kedisiplinan, lanjut Hasibuan (2012), adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati
5. semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus
6. ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik,
7. sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Sehingga, berdasarkan beberapa definisi
8. yang telah dikemukakan oleh para pakar, maka kedisiplinan dapat diartikan sebagai
9. kesadaran dan kesediaan seorang pegawai atau karyawan dalam melakukan pekerjaan
10. dengan mematuhi dan menaati segala aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
11. organisasi secara tertib, teratur, dan berkesinambungan.
Siagian mendefinisikan disiplin sebagai tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan dari berbagai ketentuan yang ada. Hasibuan mengartikan kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Pada dasarnya disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. 
Adapun Sinambela memaknai disiplin kerja sebagai kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kedisiplinan, lanjut Hasibuan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Sehingga, berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar, maka kedisiplinan dapat diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan seorang pegawai atau karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan mematuhi dan menaati segala aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara tertib, teratur, dan berkesinambungan.
Kedisiplinan, dalam pandangan Hasibuan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hasibuan mendefinisikan disiplin kerja sebagai kesadaran dan kesiapan seseorang untuk mematuhi semua aturan dan norma sosial yang berlaku. Kesadaran merujuk pada sikap sukarela seseorang untuk mematuhi semua peraturan dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan kesiapan merujuk pada sikap dan perilaku dalam melaksanakan aturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Penting untuk melakukan pendisiplinan korektif jika ada pegawai yang secara jelas telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi indisipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. Artinya pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang berwenang untuk itu. Prosedur tersebut ditempuh dengan dua maksud, yaitu bahwa pengenaan sanksi dilakukan secara obyektif dan bahwa sifat sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan. Disamping fakor obyektivitas dan kesesuaian bobot hukuman dengan pelanggaran, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik dalam arti agar terjadi perubahan sikap dan perilaku di masa depan dan bukan terutama menghukum seseorang karena tindakannya dimasa lalu. Pengenaan sanksi pun harus mempunyai nilai pelajaran dalam arti mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa.
Siagian mengemukakan pendapatnya bahwa pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku pegawai, sehingga pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lainnya serta meningkatkan presensi kerjanya. Terkait dengan kedisiplinan pegawai, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tercantum dengan jelas bahwa pegawai ASN harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
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 Menurut Mangkunegara terdapat beberapa jenis kegiatan kedisiplinan, yaitu: 
1. Disiplin Preventif adalah tindakan untuk memotivasi karyawan agar mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan. 
2. Disiplin Korektif adalah tindakan untuk memotivasi karyawan agar mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
 Selain dua jenis disiplin di atas, menurut Hartatik (2018, 190) terdapat beragam jenis disiplin, antara lain sebagai berikut:



1. Kedisiplinan Pribadi
Kedisiplinan pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kedisiplinan pribadi, karyawan dapat bertanggung jawab, mengatur diri sendiri, serta menghargai diri sendiri dan orang lain.
2. Kedisiplinan Kelompok
Suatu kelompok akan menghasilkan kinerja yang optimal jika setiap anggota kelompok memberikan peran sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal itu dapat terjadi jika setiap karyawan menanamkan kedisiplinan kelompok.
3. Kedisiplinan Preventif
Kedisiplinan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan sikap dan iklim organisasi, di mana semua anggota organisasi dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atas kemauan sendiri. Kedisiplinan preventif mendorong karyawan untuk menjaga sikap disiplin tanpa adanya paksaan.
4. Kedisiplinan Korektif
Kedisiplinan korektif merupakan upaya untuk memperbaiki dan menindak karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah karyawan melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar peraturan pada organisasi tersebut.
5. Kedisiplinan Progresif
Kedisiplinan progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Hukuman untuk kedisiplinan progresif yang akan diberikan kepada karyawan dapat berupa teguran secara lisan oleh atasan, di skorsing, atau bahkan diberhentikan.
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 Hasibuan mencatat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat disiplin kerja, yaitu sebagai berikut: 
a. Tujuan dan Kemampuan 
Tujuan dan kemampuan ikut berperan dalam menentukan tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 
b. Kepemimpinan 
Kepemimpinan sangat mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin harus menunjukkan perilaku yang baik agar diikuti oleh bawahannya nanti. Seorang Pemimpin jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya akan baik, jika dia pun tak mampu menunjukkan perilaku disiplin yang baik kepada bawahannya. 
c. Balas Jasa 
Balas Jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut memengaruhi kedisiplinan karyawan karena penghargaan akan memberikan kepuasan dan rasa cinta karyawan terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika rasa cinta karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 
d. Keadilan
Keadilan mempengaruhi terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan ingin diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan agar kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula.
e. Pengawasan melekat (Wasmat)
Pengawasan melekat (Wasmat) merupakan langkah konkret dan paling efektif dalam mencapai disiplin kerja karyawan perusahaan. Pengawasan melekat yang efektif dapat meningkatkan disiplin dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diperlukan dari atasannya. 
f. Ketegasan  kepemimpinan 
Ketegasan kepemimpinan dalam mengambil tindakan akan memengaruhi disiplin kerja karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas dalam mengambil tindakan untuk memberikan hukuman kepada karyawan yang melanggar disiplin sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. Kekuatan kepemimpinan dalam menegur dan memberikan hukuman kepada karyawan yang melanggar disiplin akan menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan teratur.

g. Sanksi 
Sanksi memiliki peran penting dalam menjaga disiplin kerja karyawan. Semakin berat sanksi yang diberikan, semakin takut karyawan untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan dan perilaku indisipliner akan berkurang.
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 Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran peneliti tentang kajian atau konsep/aspek yang diteliti. Adapun penjelasan kerangka pemikiran dapat diuraikan sebagai berikut:
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E-Government adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis. Dalam pengembangan e-government, pemerintah berharap dapat menata sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. 
Meskipun ada beragam definisi mengenai e-government, namun dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, e-government diartikan sebagai penyelenggaran pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance. 
Selain itu, menurut Keppres No. 20 Tahun 2006, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-government memiliki tujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara merata bagi seluruh warga negara. 
E-government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Indrajit (2006:2) menggambarkan e-government sebagai gerakan reformasi global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh lembaga pemerintah dan semua orang yang berurusan dengan mereka.
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Terdapat tiga faktor kunci yang harus diperhatikan dan dimiliki untuk menerapkan konsep digitalisasi dalam sektor publik. Ketiga faktor kunci tersebut adalah: Support, Capacity dan Value. Semua faktor tersebut harus diperhatikan dengan serius.
1. Support 
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah niat dari berbagai pejabat publik dan politisi untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, tidak sekedar mengikuti tren atau bahkan inisiatif yang berlawanan terkait dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanpa faktor “kemauan politik” ini, tidak mungkin berbagai inisiatif pengembangan dan implementasi e-Government dapat berjalan lancar. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top-down”, maka jelas bahwa dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari tingkat tertinggi kepemimpinan pemerintahan (Presiden dan wakilnya - Menteri) sebelum menyebar ke tingkat yang lebih rendah (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini bukan hanya dalam kata-kata saja, namun dukungan lebih lanjut diharapkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Kesepakatan tentang kerangka kerja e-Government sebagai salah satu kunci keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misinya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci keberhasilan lainnya diperlakukan;
b. Alokasi sejumlah sumber daya (manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tingkat pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
c. Pengembangan berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-Government (seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas, penugasan badan-badan khusus - seperti kantor e-Envoy sebagai penanggung jawab utama, penyusunan aturan kerja untuk kerjasama dengan pihak swasta, dan sebagainya); Dan
d. Sosialisasi konsep e-Government secara merata, berkesinambungan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh birokrat khususnya dan masyarakat umum melalui berbagai metode kampanye yang simpatik.
2. Capacity 
Yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan konsep e-Government yang diimpikan. Terdapat tiga hal minimal yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan unsur ini, yaitu: 
a. Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government.
c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan. 
Perlu diperhatikan bahwa ketiadaan satu atau lebih prasyarat tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penerapan e-Government oleh pemerintah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif untuk memenuhi ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.
3. Value
Aspek pertama dan kedua adalah dua faktor yang diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak penyedia layanan (supply side). Berbagai upaya e-Government akan sia-sia jika tidak ada pihak yang merasa terbantu dengan adopsi konsep tersebut; dan dalam hal ini, manfaat yang dihasilkan dari e-Government tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri, melainkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (demand side). Oleh karena itu, pemerintah harus sangat selektif dalam memilih jenis aplikasi e-Government yang harus diprioritaskan dalam pembangunan untuk memberikan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Kesalahan dalam memahami kebutuhan masyarakat dapat berbalik menimpa pemerintah dan mempersulit pengembangan konsep e-Government. 
Gabungan dari tiga faktor penting di atas akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci keberhasilan. Dengan kata lain, pengalaman menunjukkan bahwa jika fokus pemerintah dalam menerapkan e-Government tidak berada di dalam area tersebut (ketiga faktor yang membentuk pusat syaraf), maka kemungkinan kegagalan proyek tersebut akan tinggi.
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 Dalam suatu organisasi atau perusahaan, peran tenaga kerja sangat penting karena mereka adalah proses yang memberikan arahan, pengaturan, pengendalian, dan fasilitas lainnya untuk mencapai tujuan. Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2007:225), manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.
Pada dasarnya, manusia di dalam suatu organisasi dianggap sebagai sumber daya atau penggerak dari organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi harus memiliki ketentuan yang harus dipatuhi oleh karyawannya. Untuk mengatur segala sumber daya, khususnya manusia, digunakan manajemen sumber daya manusia (MSDM). MSDM merupakan salah satu bidang manajemen yang menekankan pada kegiatan dalam mengelola manusia sebagai sumber dayanya. Menurut Mangkunegara (2001:2), MSDM merupakan suatu pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan, pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Hasibuan (2008: 10), MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.Veithzal Rivai (di Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, 2016:355) berpikir disiplin kerja ada beberapa komponen, yaitu:
1. Kehadiran
2. Mematuhi aturan kerja
3. Mematuhi standar kerja
4. Kewaspadaan tinggi
5. Bekerja dengan etis
Beberapa komponen disiplin kerja tersebut menjadi tolak ukur  bagi pegawai dalam melakukan tugas. Satu komponen disiplin kerja adalah frekuensi kehadiran adalah tolak ukur mengetahui tingkat kedisiplinan staf, semakin tinggi frekuensinya atau rendah pegawai tidak hadir memiliki disiplin kerja tinggi.
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Hasibuan (2013:262) mengemukakan beberapa indikator yang dapat memengaruhi tingkat kedisiplinan seorang pegawai atau karyawan, yaitu:
1. Tujuan dan kemampuan
Tujuan dan kemampuan ikut memengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yangakan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagikemampuan pegawai.
2. Teladan pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, karenapimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.
3. Balas jasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut memengaruhi kedisiplinan pegawai, karena balasjasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap instansinyapekerjaannya.
4. Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena ego dan sifatmanusia yang selalu merasa dirinya penting, dan minta diperlakukan sama denganmanusia lainnya.
5. Pengawasan melekat (waskat)
Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalammewujudkan kedisiplinan pegawai.
6. Sanksi hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai.
7. Ketegasan pimpinan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinanpegawai. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawaiyang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.
8. Hubungan kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama pegawai ikut menciptakankedisiplinan yang baik pada suatu kantor.
Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa E-Government ialah peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Agar dapat lebih terperinci, dapat dilihat pada gambar diagram kerangka pemikiran di bawah ini:






Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
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Implementasi E-Government absensi berbasis fingerprint dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai
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1. Support
2. Capacity
3. Value 
Indikator dalam meningkatkan kedisiplinan seorang pegawai menurut Hasibuan (2013:262)
1. Tujuan dan kemampuan
2. Teladan pimpinan
3. Balas jasa
4. Keadilan
5. Pengawasan melekat (Waskat)
6. Sanksi hukuman
7. Ketegasan
8. Hubungan kemanusiaan
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	OUTPUT
Enam komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan e-government menurut Indrajit (2005:18)


Implementasi E-Government belum berjalan dengan baik
Implementasi E-Government sudah berjalan dengan baik


Disiplin kerja pegawai menurun
Meningkatnya disiplin kerja pegawai
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